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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG

KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk membentuk tata kelola pelayanan yang
baik, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan
keselamatan pasien di rumah sakit dibutuhkan
komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan,
bersikap dan bertindak dengan empati, jujur dan
memiliki kepedulian sosial yang tinggi yang didasarkan
pada nilai etika dan profesionalitas;

bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit yang kompleks
cenderung menimbulkan permasalahan baik antara
pasien, rumah sakit, dan/atau tenaga kesehatan selaku
pemberi pelayanan kesehatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Komite Etik dan

Hukum Rumah Sakit;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4431);
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
129 /Menkes/Per/11/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE ETIK
DAN HUKUM RUMAH SAKIT.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit yang selanjutnya
disebut Komite Etik dan Hukum adalah unsur organisasi
nonstruktural yang membantu kepala atau direktur
rumah sakit untuk penerapan etika rumah sakit dan
hukum perumahsakitan.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat
inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Kepala atau Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan
tertinggi di Rumah Sakit yang bertugas memimpin
penyelenggaraan Rumah Sakit.

Tata Kelola Etika dan Hukum adalah serangkaian proses
yang terkait dengan tindakan yang bersifat mengatur,
membina, mengendalikan, dan mengawasi perilaku
pemberi pelayanan dan pengelola Rumah Sakit agar
sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum Rumah Sakit.
Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) adalah
serangkaian petunjuk yang berisikan etika perilaku
umum, etika pelayanan, dan etika penyelenggaraan
rumah sakit sebagai suatu standar perilaku sumber daya
manusia dan pengelola dalam menjalankan pelayanan
kesehatan dan penyelenggaraan Rumah Sakit untuk
mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai
dengan visi dan misi Rumah Sakit.

Etika Pelayanan Rumah Sakit yang selanjutnya disebut
Etika Pelayanan adalah sistem nilai atau kaidah perilaku
dalam pelayanan klinis di Rumah Sakit.

Etika Penyelenggaraan Rumah Sakit yang selanjutnya
disebut Etika Penyelenggaraan adalah sistem nilai atau
kaidah perilaku institusi dalam penyelenggaraan Rumah

Sakit.

www.peraturan.go.id



2018, No.1291

(1)

(2)

(3)

(4)

Pedoman Etika Pelayanan adalah serangkaian petunjuk
yang berisikan Etika Pelayanan.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2
Setiap Rumah Sakit wajib melaksanakan etika Rumah
Sakit.
Etika Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk Panduan Etik dan Perilaku

(Code of Conduct).

Pasal 3
Pelaksanaan penerapan etika Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui
pembentukan Komite Etik dan Hukum sesuai dengan
kebutuhan dan beban kerja rumah sakit.
Pembentukan Komite Etik dan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan
keselamatan pasien dan mutu pelayanan Rumah Sakit.
Dalam hal rumah sakit belum mampu membentuk
Komite Etik dan Hukum, peningkatan keselamatan
pasien dan mutu pelayanan Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit dapat memperkuat
fungsi unsur organisasi Rumah Sakit.
Fungsi unsur organisasi Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) merupakan fungsi organisasi

Rumah Sakit yang membidangi hukum dan/atau etika.
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BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Komite Etik dan Hukum dibentuk oleh Kepala atau
Direktur Rumah Sakit melalui surat keputusan.

Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

Pembentukan Komite Etik dan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan
dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Rumah

Sakit.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 5
Susunan organisasi Komite Etik dan Hukum paling
sedikit terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.
Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merangkap sebagai anggota.
Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
merangkap jabatan lain di Rumah Sakit.
Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dibentuk subkomite etik penelitian sesuai

dengan kebutuhan Rumah Sakit.
Pasal 6

Keanggotaan Komite Etik dan Hukum paling sedikit

terdiri atas:

www.peraturan.go.id



